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Abstrak
Kasus poligami dengan anak dibawah umur adalah perkara yang membutuhkan prosedur yang
mungkin bagi sebagian orang cukup pelik untuk dilaksanakan. Sehingga para pelaku poligami
yang semacam ini lebih memilih menikah siri daripada melakukan prosedur yang seharusnya.
Adaptasi konsep ta’arudl al-adillah bagi perkara poligami dengan anak dibawah umur yang
dapat diaplikasikan adalah al-jam’u wa al-taufiq dengan melihat substansi pemeriksaan dari
perizinan poligami dan perizinan dispensasi kawin itu sendiri, yakni pertimbangan adalah
kelayakan suami atau seorang laki-laki, sedangkan dalam pemeriksaan dispensasi kawin,
substansi pemeriksaan adalah mengenai kelayakan seorang anak dibawah umur untuk menikah
dan menjalani kehidupan rumah tangga. Jaminan atas hak-hak anak pasca lepas dari
pengawasan orang tua dan wali. Kompromi yang dapat dilakukan untuk dua perizinan dalam
perkara perizinan poligami dengan anak di bawah umur adalah dengan melihat faktor
pencegahan perkawinan tersebut dari masing-masing pihak kemudian mendahulukan prosedur
untuk faktor yang lebih umum dalam prosesnya. Sehingga perizinan poligami dapat dikasanakan
terlebih dahulu dan perizinan dispensasi kawin dilakukan kemudian untuk menyelesaikan semua

proses yang dibutuhkan.

A. Latar Belakang
Pada bulan Juni tahun 2022 Pengadilan Agama Bangil menerima perkara
permohonan izin poligami dari pengantin baru yang menikah pada bulan Mei tahun 2022.
Pasangan ini masih dapat dikatakan relatif muda mengingat usia Pemohon masih 25
tahun dan termohon masih berusia 21 tahun. Permohonan izin yang cukup problematik
dan sulit ditolak ini disinyalir karena calon istri kedua yang masih baru berusia 19 tahun

tengah dalam kondisi hamil empat bulan.?
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Selang beberapa bulan setelah perkara tersebut masuk ke register Pengadilan
Agama Bangil, perkara serupa kembali terdaftar pada bulan November 2022 dengan usia
Para Pihak yang juga relatif muda, yakni 27 tahun untuk Pemohon, dan 22 tahun usia dari
Termohon. Sedangkan usia calon istri kedua juga baru saja melewati batas legal
perkawinan, yakni 19 tahun yang juga dalam kondisi hamil tujuh bulan.?

Mengingat kondisi calon istri kedua pada dua perkara di atas ketika permohonan
izin digjukan, keduanya mengandung dengan usia kandungan yang apabila dihitung
kebelakang, maka usia kedua gadis 19 tahun tersebut tidak memenuhi batas legal untuk
menikah yang dalam hal ini harus mengajukan permohonan dispensasi. Kondisi seperti
ini bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi mengingat banyaknya variabel yang bisa
mempengaruhi proses pemeriksaan dan putusan akhir perkara.

Kemungkinan ini telah dibuktikan dengan salah satu putusan yang diambil dari
Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.TIm.3 Pemohon
perizinan poligami tersebut masih berusia 26 tahun saat itu, dan Termohon berusia 26
tahun. Keduanya menikah pada tahun 2009 sebelum mengajukan perkara izin Poligami
empat tahun kemudian. Permohonan tersebut diajuakan ketika calon istri kedua Pemohon
mengandung empat bulan, namun yang perlu digarisbawabhi di sini adalah usia calon istri
kedua yang masih 15 tahun. Meski usia minimal perkawinan belum direvisi pada tahun
itu, tetap saja usia 15 tahun masih belum mencukupi persyaratan usia yang dinyatakan
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana usia minimal perkawinan
bagi perempuan adalah 16 tahun. Sampai disini dapat dipahami bahwa dalam perkara
tersebut praktik poligami hampir dilakukan sembari melakukan praktik perkawinan anak.

Putusan atas perizinan poligami pada perkara Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA/TIm
tersebut ditolak karena alasan yang diajukan dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam
Undang-Undang Perkawinan. Dari pertimbangan yang tertuang dalam Salinan putusan,
putusan tersebut telah sesuai dengan pakemnya. Akan tetapi, yang disayangkan adalah
tidak adanya sedikitpun pertimbangan kondisi dengan melihat nasib calon istri kedua dan
calon anak yang akan terlahir meskipun posisinya tidak sebagai pihak yang bersangkutan

secara langsung. Meski mengingat usianya juga masih belum memenuhi batas legal dan

2 Berkas Arsip Pengadilan Agama Bangil Nomor: 2228/Pdt.G/2022/PA.Bgl
8 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/35f94e067340f782be83f732c04ecf66.html



https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/35f94e067340f782be83f732c04ecf66.html

status calon suaminya juga merupakan laki-laki yang masih menikah, sudah seyogyanya
lembaga peradilan tidak hanya menyelesaikan perkara yang diajukan sesuai pakem,
namun juga memberikan solusi dan jalan keluar terbaik terutama bagi pihak-pihak yang
sebenarnya tidak turut serta dalam penyimpangan undang-undang tapi dalam kaitannya
turut serta dalam mendapatkan kerugian. Bila dalam perkara ini, pihak tersebut adalah
calon anak yang akan lahir dari seorang ibu muda dan tanpa ikatan hukum dengan ayah
biologisnya.

Penelitian hukum dalam konteksnya sangat berbeda dalam penelitian rumpun ilmu
eksakta yang memiliki kecenderungan untuk berkesperiman. Penelitian (research) dalam
hukum adalah mencari tahu. Sifat dalam penelitian hukum adalah kualitatif yang berfokus
pada suatu masalah atau objek. Sehingga perbedaan satu variabel saja dalam sebuah
kasus, dapat mempengaruhi perbedaan hasil kesimpulan meski jenis dari objek yang
diteliti masih serupa. Bila ditautkan dengan topik utama dalam makalah ini sebagai
contoh, maka kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan untuk praktik poligami biasa,
dengan praktik poligami dalam putusan Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.TIm tentu memiliki
kesimpulan yang sangat berbeda meskipun perbedaan yang ada hanya pada factor usia.

Tulisan ini bertujuan untuk sedikit menguliti mengenai perizinan poligami dengan
perbedaan variable usia yang belum sempat disinggung dalam pertimbangan hukum pada
putusan perkara Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.TIm. dengan mengambil konsep dasar dari
teori ta’arudl al-adillah, makalah ini berusaha mencari jalan tengah di antara kedua izin

yang harus didapatkan dari praktik perkawinan poligami semacam ini.

B. Poligami dan Dispensasi Kawin
1. Poligami dan Pertimbangannya

Malakalah ini tidak akan membahas mengenai definisi, perbedaan perspektif,
apalagi asal-usul mengenai poligami itu sendiri. Makalah ini akan fokus kepada
poligami dalam petimbangannya di meja peradilan. Perizinan poligami yang
diajukan ke Pengadilan Agama mengikuti pakem yang telah ditetapkan oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Prosedur poligami yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974

memberikan syarat yaitu: 1.) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 2.) Isteri



mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3.) Isteri tidak
dapat melahirkan keturunan. Selanjutnya, diatur dalam Pasal 5 mengenai Syarat
kumulatif, yaitu: 1. Adanya persetujuan isteri; 2. Adanya jaminan nafkah dan
keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya; 3. Suami harus berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.*

Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa pengadilan kemudian
memeriksa mengenai: a.) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang
suami kawin lagi seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri
tidak dapat melahirkan keturunan; b.) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik
persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan,
persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan; c.) Ada atau tidak
adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-
anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang
ditanda-tangani oleh badan tempat bekerja; atau surat keterangan pajak
penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; d.)
Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam
bentuk yang ditetapkan untuk itu.®

Melihat dari dua peraturan di atas, seolah syarat utama dari perizinan
poligami adalah kondisi istri. Kondisi fisik isteri yang menjadi objek alasan untuk
mengizinkan poligami merupakan bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap
perempuan. Ketentuan yang menyatakan apabila perempuan sudah tidak bisa lagi
melakukan kewajibannya, maka seorang suami bisa mengajukan izin berpoligami.
Aturan ini sangat jelas mendiskreditkan harkat dan martabat perempuan.® Namun,
melihat konteks di lapangan, justru persyaratan utama ini sering tidak menjadi
pokok masalah yang menjadi alasan perizinan poligami, nyatanya masyarakat kita
memiliki banyak variabel yang dijadikan sebagai alasan mengapa poligami itu

4 Redaksi Pasal 4 dan Paasl 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

® Redaksi Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 19
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diajukan. Pada akhirnya pertimbangan utama yang dijadikan acuan dalam perizinan
poligami adalah persyaratan yang tertuang dalam Pasal 5, yakni menyangkut izin
dari istri, kesanggupan suami, dan keadilan suami.

Membahas mengenai keadilan yang menjadi syarat, Murtadha Muthahhari
memberikan beberapa konsep mengenai keadilan di antaranya yaitu: a.) Adil adalah
keseimbangan, artinya situasi dan kondisi di mana masyarakat memiliki keinginan
untuk menetap dan bertahan, maka masyarakat harus berada dalam keadaan yang
simbang. b.) Adil artinya menjaga hak individu dengan memberikan hak kepada
setiap orang yang memang berhak menerimanya. c.) Adil adalah persamaan posisi
atau kepemilikan etika hak yang dimilikinya juga sama. d.) Adil adalah menjaga
hak atas keberlanjutan keberadaan.’

Meskipun seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan poligami
merasa mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, namun keadilan yang
pertimbangkan tidak hanya sebatas ucapan atau pengakuan semata, seorang suami
yang akan melangsungkan perkawinan poligami haruslah menempuh prosedur
sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seorang suami yang bermaksud untuk
beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis
kepada pengadilan.®

Pengadilan memiliki wewenang penuh dalam menentukan kesanggupan
seorang suami utuk memiliki lebih dari satu istri. Pengadilan akan meminta laporan
asset yang dimiliki suami dan pemasukan tetap beserta harta lain yang nantinya
akan menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan materi sekaligus antisipasi
terhadap terjadinya konflik harta bersama di kemudian hari dari para istri.
Pengadilan juga akan mempertimbangan faktor selain keadilan seperti kemampuan
dan kemungkinan suami dapat menjaga substansi dari ikatan perkawinan dan
kehidupan rumah tangga itu sendiri setelah bertambahnya tanggung jawab sebagai

kepala keluarga setelah memiliki istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai di sini

" Galuh Retno Setyo Wardani dkk, “Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Magqashid Syari’ah
Jasser Auda”, Hukum Islam, Volume 22, Nomor 1 (Juni 2022), 105.

8 Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti, “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang
Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam”. Jurnal USM Law Review, VVolume 04, Nomor 02
(2021), 800-801.



dapat dipahami bahwa dalam perkara perizinan poligami, aspek utama yang

menjadi pertimbangan adalah kelayakan suami atau seorang laki-laki.

2. Dispensasi Kawin dan Pertimbangannya

Legalitas usia perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang aturan yang
baku dan pakem yang harus diikuti. Ketidaktaatan kepada undang-undang adalah
sebuah penyimpangan yang menyebabkan Tindakan tersebut menjadi illegal,
sehingga dibutuhkan prosedur khusus untuk mengatasi penyimpangan tersebut
dengan mengajukan permohonan dispensasi bagi perkawinan yang tidak memenubhi
batas legal. Makalah ini tidak akan mengenai pro atau kontra mengenai perkawinan
anak maupun undang-undang yang menjadi payung hukum atas fenomena ini.
Makalah ini akan berusaha melihat lebih dekat mengenai elemen-elemen apa saja
yang menjadi tolak ukur dalam proses legalisasi perkawinan anak yang telah
ditetapkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, apabila pernikahan hendak dilakukan bagi pria dan wanita yang belum
berusia 19 tahun maka orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta
dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti
pendukung yang cukup.®

Selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-Undang Perkawinan, hakim juga harus merujuk kepada
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Dispensasi Kawin) sebagai hukum acara
dispensasi kawin. PERMA tersebut sebagai aturan main yang harus dipedomani
hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Berdasarkan PERMA tersebut

hakim wajib mengidentifikasi kondisi anak, mendengarkan keterangan anak serta

® Redaksi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



memastikan ada atau tidaknya paksaan dari pihak internal dan eksternal anak
terhadap permohonan dispensasi tersebut.°

Ada beberapa asas yang harus dipenuhi oleh Hakim dalam mengadili perkara
Dispensasi Kawin yang mencakup: a. kepentingan terbaik bagi anak; b. hak hidup
dan tumbuh kembang anak; c. penghargaan atas pendapat anak; d. penghargaan atas
harkat dan martabat manusia; e. non-diskriminasi; f. kesetaraan gender; g.
persamaan di depan hukum; h. keadilan; 1. kemanfaatan; dan J. kepastian hukum.!
Asas-asas tersebut sendiri memiliki tujuan yang pasti dalam usahanya menjaga
anak-anak yang mencakup: a. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang
melindungi hak Anak; c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka
pencegahan Perkawinan Anak; d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang
melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan e. mewujudkan
standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. *2

Perma ini juga mengatur mengenai klasifikasi hakim yang mengadili perkara
dispensasi kawin. Selain menetapkan hakim tunggal yang sejalur dengan Sistem
Pemeriksaan Pidana Anak (SPPA), dalam Pasal 20, Perma ini menyebutkan bahwa
“Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim yang sudah
memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak,
mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan
dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau
berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.”*®* Dengan demikian,
maka hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin diharapkan telah dibekali dengan
pelatihan atau pengajaran yang terkait dengan kebutuhan anak, sehingga segala
keputusan yang ditetapkan oleh hakim dapat dipastikan terkait dengan kepentingan

dan kebutuhan anak.'*

10 M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan
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Nomor 01 (April 2022), 85.

11 Redaksi Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
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Melihat uraian tersebut, baik asas maupun tujuan dari inti pertimbangan
hakim dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebagaimana Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah mengenai
kelayakan seorang anak dibawah umur untuk menikah dan menjalani kehidupan
rumah tangga. Jaminan atas hak-hak anak pasca lepas dari pengawasan orang tua

dan wali.

C. Ta’arudl Al-Adillah
1.  Konsep teori ta’arudl al-adillah

Taarudl al-adillah merupakan salah satu metode istinbat hukum dalam ilmu
ushul figh. Ta’arudl al-adillah diartikan sebagai kontradiksi antara dua dalil yang
sama derajatnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang
mungkin kontradiksi atau bertentangan. Terdapat dua pendapat tentang bentuk dalil
yang dapat terjadi kontradiksi yaitu: Menurut Hanafiyah (w. 150 H), segolongan
pengikutnya seperti al-Sarakhsi (w. 490 H), al-Laknawi (w. 1325 H), Amir Badi
Syah, dan al- Khadhari; bahwa kontradiksi dalil itu dapat terjadi pada dalil gath’i
atau zhanni. Menurut Syafi’iyah (w. 204 H), segolongan pengikutnya seperti al
Baidhawi (w. 685 H), Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H), dan al-A (w. 631 H); bahwa
kontradiksi antara dalil gath’i itu tidak terjadi. Kontradiksi hanya berlaku pada dalil
zhanni.®®

Kontradiksi muatan hukum ini dapat terjadi antara satu dalil dengan dalil
lainnya yang secara dzahir mempunyai derajat yang sama, seperti antara ayat al-
Qur’an dengan ayat al-Qur’an yang lain, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir,
hadis ahad dengan hadis ahad, dan antara kias dengan kias yang lain.®

Untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan ta’arudl al-adillah yakni

dengan melakukan beberapa tahapan secara tertib sebagai berikut:*’
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Al-Jam’u wa al-Taufig. Menurut aliran Syafi’iyah cara pertama untuk
menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan
kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka
sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh men-tarjih salah satu
antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil
yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil
secara keseluruhan. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil
tersebut ada tiga: (1) Membagi kedua hukum yang bertentangan. (2) Memilih
salah satu hukum. (3) Mengambil dalil yang lebih khusus, misalnya tentang
masa ‘iddah wanita hamil. Yang menurut Hanafiyah menggunakan metode
nasakh.

Tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al jam’u wa taufiq, seorang
mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni menguatkan
salah satu dalil. Tarjih ini dilakukan jika memungkinkan. Seperti menguatkan
ayat muhkam nas yang jelas maknanya dan tidak mengandung takwil atas ayat
mufassar (nas yang telah dijelaskan secara rinci dan tidak dapat ditakwil
dengan yang lain), menguatkan ayat ‘ibarah (nas yang dipahami bentuknya
dengan cepat) atas ayat isyarah (nas yang tidak segera dipahami kata-katanya).
Menguatkan ayat yang mengandung keharaman atas ayat yang terkandung
mubah, atau menguatkan salah satu hadis ahad dengan memperhatikan kualitas
perawi, keadilan dan pemahamannya.

Nasakh. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta’arud baina
al-adillah, maka melangkah pada nasakh. Yakni membatalkan hukum yang
terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil
yang turun kemudian. Dalam hal ini seorang mujtahid harus berusaha untuk
mencari  kronologi munculnya kedua dalil tersebut. Apabila dalam
pelacakannya, ia ternyata menemukan bahwa salah satu dari dua dalil itu
muncul terlebih dahulu, maka ia harus mengunggulkan dalil yang datang
kemudian.

Tatsaqut al-Dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid

merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah Tatsaqut al-



dalilain. Yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada
dalil yang lebih rendah derajatnya. Maksudnya, apabila terdapat dua dalil yang
kontradiksi, lalu tidak dapat dikompromikan, tidak dapat di nasakh, dan tidak
mungkin di-tarjih, maka kedua dalil tersebut dijatunkan pengamalannya. Kedua
dalil tersebut tidak diamalkan. Kemudian, mujtahid harus merujuk pada dalil
lain yang tingkatannya dibawah derajat dalil yang bertentangan tersebut.
Misalnya, jika yang kontradiksi antara dua ayat, maka keduanya digugurkan
lalu merujuk pada dalil yang ada dibawahnya yaitu sunnah. Jika yang
kontradiksi antara dua hadis, maka merujuk pada perkataan sahabat atau giyas.
Dalam praktiknya sendiri untuk dapat mengaplikasikan tahapan-tahapan di
atas, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang sumber hukum itu sendiri
baik secara tekstual maupun kontekstual. Salah satu metode yang paling dasar
untuk memahami suatu dalil adalah dapat mengidentifikasi lafadz-lafadz pada dalil-
dalil tersebut. Ada lafad yang dari satu sisi dipandang sebagai hakikat, tetapi disisi
lain dianggap sebagai majaz, ada lafad dalam bentuk muthlag, dan ada yang
mugqayyad, ada yang ‘am dan ada juga yang khash, mana yang merupakan nasakh
dan mana yang merupakan mansukh.’® Akan tetapi dalam tulisan ini tidak akan
disinggung lebih jauh mengenai metode klasifikasi lafadz tersebut, sebab konsep
yang diadaptasi dari ta’arudl al-adillah dalam konteks ini akan mengambil dari
substansi pertimbangan, bukan melihat pada redaksi undang-undang.

2. Adaptasi konsep “Ta’arudl Al-Adillah” Dalam Perizinan Poligami (adaptasi
konsep)

Banyak orang yang masih menganggap bahwa perizinan poligami hanyalah
masalah prosedural tanpa menyadari urgensi atas prosedur itu sendiri. Sehingga
tidak sedikit orang yang berpoligami memilih untuk melakukan perkawinan siri
tanpa memikirkan risiko jangka panjang yang sangat berpotensi untuk terjadi.
Seperti status keabsahan seorang anak, hak-hak harta bersama selama perkawinan,
sampai hak-hak untuk mewarisi bagi istri kedua dan anaknya yang tidak

mendapatkan perlindungan hukum sehingga sangat rawan dilanggar. Terlebih lagi

18 Alaiddin Koto, Ilmu Figh dan Ushul Figh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 137.



apabila pelaku poligami merupakan anak dibawah umur yang secara otomatis juga
harus menjalani prosedur perizinan perkawinannya sebab belum memenuhi
persyaratan minimal yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, memastikan status calon
pasangan dari si anak dibawah umur adalah salah satu aspek yang sangat penting
sebagaimana dalam pemeriksaan perkara lain. Bagaimanapun hukum perkawinan di
Indonesia menganut asas monogami. Apabila tidak ada konteks yang mendesak,
permohonan izin dispensasi kawin dalam contoh seperti ini mungkin saja dapat
ditolak, akan tetapi melihat realitas pada masyarakat saat ini, tidak menutup
kemungkinan kasus yang sempat disinggung pada latar belakang tulisan ini bisa
saja terjadi kembali di manapun yurisdiksinya. Sehingga tidak memberikan izin
dalam konteks seperti itu, dirasa tidak memenuhi asas keadilan terutama bagi calon
bayi yang tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari perbuatan orang tuanya.
Akan tetapi, disamping itu dengan serta merta langsung memberikan izin bagi
seorang anak dibawah umur untuk menikah dengan seseorang yang berstatus
sebagai pasangan sah orang lain juga akan berlawanan dengan asas hukum
perkawinan itu sendiri.

Melihat pertimbangan tersebut, kiranya untuk memeriksa apalagi
mengabulkan permohonan perizinan dispensasi kawin akan terhalang oleh banyak
hal. Dengan begitu kontekstualisasi undang-undang sangat dibutuhkan dalam hal
ini. Lalu, bagaimana dengan pemeriksaan permohonan izin poligami terlebih
dahulu dengan pertimbangan calon istri kedua adalah anak di bawah umur tanpa
perizinan dispensasi kawin?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dilakukan
adaptasi konsep dari metode ta’arudl al-adillah dengan mempertimbangkan
substansi dari masing-masing perkara yang diperiksa.

Uraian dalam poin pertimbangan poligami dan dispensasi kawin telah
disebutkan bahwa dalam perkara perizinan poligami, aspek utama yang menjadi
pertimbangan adalah kelayakan suami atau seorang laki-laki, sedangkan dalam
pemeriksaan dispensasi kawin, substansi pemeriksaan adalah mengenai kelayakan
seorang anak dibawah umur untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah

tangga. Jaminan atas hak-hak anak pasca lepas dari pengawasan orang tua dan wali.



Melihat kedua garis bersar tersebut, tahapan ta’arudl al-adillah yang dapat

diaplikasikan adalah al-jam’u wa al-taufiq yakni dengan mengompromikan kedua

dalil yang ada ketika memungkinkan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut,

maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu

antara keduanya. Dalil-dalil tersebut dikumpulkan dan digabungkan untuk

mengkaji dan memahami titik-titik perbedaan dan persamaannya baik dari segi

kandungan hukum, tujuan, dan cara penerapannya untuk dilihat aspek-aspek dari

keduanya yang saling berkaitan dan mendukung.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan al-jam‘u wa al-taufiq

ada dua belas macam, yaitu:

a.
b.

C.

Terdapat dua dalil yang kontradiksi.

Tidak dapat dilakukan pada kedua dalil yang telah dibatalkan.

Kedua dalil yang kontradiksi sederajat.

Tidak terdapat hukum yang tetap dari kedua dalil yang kontradiksi.

Kedua dalil yang kontradiksi tidak terdapat amalan umat yang berbeda dengan
jumhur ulama.

Tidak terdapat upaya kompromi berupa takwil yang jauh dari kandungannya.
Dalil yang dikompromikan tidak bertabrakan (bertentangan) dengan nas yang
shahih. Jika terdapat hadis yang shahih dari dalil-dalil yang kontradiksi, maka
hal itu tidak dikompromikan.

Kedua dalil yang kontradiksi tidak diketahui adanya salah satu dari keduanya
datang kemudian.

Harus menghimpun dua dalil yang kontradiksi dari segi makna lafalnya.
Pembahasan kedua dalil yang kontradiksi sepadan, lalu ditakwilkan agar dapat
dikompromikan di antara keduanya.

Pembahasan dalil itu tidak keluar dari penakwilan mujtahid tentang hikmah
dan rahasia syariat, serta hasil kompromi dan takwilnya termasuk hukum-

hukum syariat yang disepakati ulama.®

19 Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta‘Arudl Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam”,
Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013), 78-79.



Mengingat yang dibandingangkan dalam makalah ini adalah substansi
pemeriksaan, bukan dalil maupun pasal perundang-undangan sebagaimana yang
sempat disinggung sebelumnya, maka adaptasi yang akan diambil lebih kepada cara
menganalisis kandungan hukum, tujuan, dan manfaatnya. Menanggapi persyaratan
dalam mengaplikasikan al-jamu wa al-taufiq tersebut, kiranya benturan asas dan
prosedur pemeriksaan perkara perizinan poligami dan dispensasi kawin ini sudah
memenuhi pada syarat-syarat tersebut.

Substansi pemeriksaan perkara poligami dan dispensasi kawin tidak dapat
digugurkan salah satunya demi menjaga hak dari masing-masing pihak yang
terlibat. Oleh karena itu, adanya kompromi dibutuhkan agar kedua prosedur
tersebut dapat dilaksanakan tanpa berbenturan satu sama lain. Dengan
memperhatikan prosedur dan fungsi setiap pemeriksaan, proses penyelesaian
rangkaian penyelesaian perkara semacam ini dapat dilakukan secara runtut tanpa
meninggalkan satu pun kepentingan yang berusaha untuk dipenubhi.

Baik perizinan poligami maupun perizinan dispensasi kawin diajukan karena
kedua permohonan tersebut sama-sama memiliki faktor yang mencegah pelakunya
melakukan perkawinan. Bagi pemohon poligami, faktor yang mencegahnya
melakukan perkawinan adalah statusnya yakni sudah memiliki pasangan yang sah,
sedang bagi pemohon dispensasi kawin, faktor yang mencegahnya adalah usia yang
masih dibawah umur. Sedangkan dalam kasus poligami dengan anak dibawah
umur, faktor pencegahan perkawinan bagi si anak ini akan bertambah. Selain
karena dirinya masih dianggap belum cakap hukum sehingga tidak legal untuk
menikah, calon suami yang akan dinikahinya juga berstatus sebagai suami orang
lain sebagaimana larangan undang-undang untuk menikahi pasangan orang lain
tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

Kejadian tersebut tidak berlaku pada pelaku poligami meski calon istri
barunya merupakan anak dibawah umur. Faktor pencegah perkawinan bagi pelaku
poligami alias pihak laki-laki tidak bertambah, satu-satunya kendala yang
dimilikinya hanya terhalang statusnya yang sudah memiliki istri sah. Sebab hukum
perkawinan anak dibawah umur hanya berobjek kepada si anak, bukan calon

pasangannya, hal ini dapat dilihat dari pihak yang mengajukan permohonan izin



hanya pihak si anak, sedangkan pihak pasangannya hanya turut serta menjadi
bagian dari pemeriksaan, tidak terlibat secara langsung menjadi pihak yang
meminta izin untuk menikahi anak di bawah umur.

Kompromi yang dapat dilakukan untuk dua perizinan dalam perkara perizinan
poligami dengan anak di bawah umur adalah dengan melihat faktor pencegahan
perkawinan tersebut dari masing-masing pihak, kemudian mendahulukan prosedur
untuk faktor yang lebih umum dalam prosesnya. Sebab dengan mendahulukan
menyelesaikan faktor yang lebih umum akan mencakup juga penyelesaian faktor
pencegahan perkawinan pada pihak yang memiliki kendala lebih khusus.

Faktor umum di sini adalah status pelaku poligami yang telah berpasangan,
dengan mendahulukan perizinan poligami, maka faktor pencega perkawinan pada
pada pelaku poligami diselesaikan dan salah satu faktor pencegah perkawinan pada
si anak dibawah umur juga telah hilang sehingga tinggal menyelesaikan satu faktor
yang tersisa.

Lebih sederhananya, faktor pencegah perkawinan bagi pihak-pihak yang
terlibat dalam perkara poligami dengan anak dibawah umur ini dapat dilihat pada

bagan berikut:

' ™y i ™y

Anak dibawah Pelaku
umur poligami
A - A A
' ™ ' ™y
o Status
2. Status calon berpasangan
,,,,,,,,,, berpasangan
pasangan
A A A A
N
Usia

Diselesaikan

dengan
sidang




Setelah izin poligami didapatkan, satu-satunya kendala perkawinan yang
dihadapi adalah usia si anak. Kemudian, dalam proses berikutnya, dengan campur
tangan dari Kantor Urusan Agama setempat, proses berikutnya dapat dilaksanakan.
Penolakan kehendak nikah dapat dikeluarkan oleh KUA untuk mengajukan izin
dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian, setiap prosedur
untuk setiap substansi pemeriksaan perkara dapat dijalankan dengan semestinya.
Pertimbangan dalam usaha menjamin kelayakan seorang laki-laki melakukan
poligami dan kelayakan serta jaminan hak untuk anak dibawah umur yang akan

menjalani perkawinan dapat dipenuhi sepenuhnya.

D. Kesimpulan

Adaptasi konsep ta’arudl al-adillah bagi perkara poligami dengan anak dibawah
umur yang dapat diaplikasikan adalah al-jam’u wa al-taufiq yakni dengan
mengompromikan kedua dalil yang dalam aplikasinya dengan melihat substansi
pemeriksaan dari perizinan poligami dan perizinan dispensasi kawin itu sendiri, yakni
pertimbangan adalah kelayakan suami atau seorang laki-laki, sedangkan dalam
pemeriksaan dispensasi kawin, substansi pemeriksaan adalah mengenai kelayakan
seorang anak dibawah umur untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga.
Jaminan atas hak-hak anak pasca lepas dari pengawasan orang tua dan wali.

Kompromi yang dapat dilakukan untuk dua perizinan dalam perkara perizinan
poligami dengan anak di bawah umur adalah dengan melihat faktor pencegahan
perkawinan tersebut dari masing-masing pihak kemudian mendahulukan prosedur untuk
faktor yang lebih umum dalam prosesnya.

Faktor umum di sini adalah status pelaku poligami yang telah berpasangan, dengan
mendahulukan perizinan poligami, maka faktor pencega perkawinan pada pada pelaku
poligami diselesaikan dan salah satu faktor pencegah perkawinan pada si anak dibawah
umur juga telah hilang sehingga tinggal menyelesaikan faktor usia yang belum mencapai
batas minimal dengan mengajukan izin dispensasi setelah mendapatkan penolakan dari
KUA.
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